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AGENDA
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Informasi Mengenai Update Profile 

Sosialisasi Mengenai Penyesuaian SOP CIVD dan Sistem CIVD        

Informasi Terkait Cyber Security Awareness

Diskusi & Tanya Jawab



MEKANISME UPDATE 
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Update Profile

4

PBJ yang telah memiliki Dokumen Pajak & Laporan Keuangan
Lengkap, diharapkan dapat segera melakukan Update Profile
tanpa menunggu berakhirnya masa berlaku SPDA.

Masa berlaku Dokumen Pajak&Laporan Keuangan 4 (empat)
bulan dari akhir bulan tahun buku -> Peningkatan Pengajuan
Update profile di Periode Maret –April 2022

PBJ agar melakukan perencanaan update profile SPDA dan
mengupdate secara berkala. Sehingga SPDA tetap aktif ketika
dibutuhkan dalam proses tender.

Disarankan untuk memilih KKKS dengan workload
rendah pada saat melakukan Update Profile agar
penyelesaian Verifikasi SPDA dapat dilakukan lebih cepat.



Memilih KKKS dengan Workload Rendah -

Perpindahan KKKS pada Saat Update Profile
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1
Buka Landing Page CIVD di 
www.civdmigas.skkmigas.go.id

2 Klik Vendor Registrasi

Lihat Informasi KKKS 
dengan beban kerja update 
profile rendah
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Perpindahan KKKS pada Saat Update Profile (2)
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4
Masuk/Login ke website CIVD 
dengan Akun PBJ

5
Klik Profile, Klik Update 
Profile. Lengkapi Seluruh
Dokumen

Klik Kirim/Komentar, terdapat
field KKKS, silahkan pilih KKKS 
yang dijadikan tujuan
perpindahan. Kemudian Klik
Kirim
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PENYESUAIAN SISTEM 

DAN STANDARD 

OPERATING PROCEDURE 

(SOP) CIVD
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Penyesuaian Sistem dan SOP CIVD

• Transformasi Sistem CIVD

 Kebutuhan Perubahan Proses Bisnis

 Peningkatan Performansi Sistem

 Penyesuaian kemajuan Teknologi Sistem Informasi
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Penyesuaian Proses Bisnis dan Teknologi

 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja

 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

 PP Nomor 7 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah

 Surat SKK Migas tentang Ketentuan Tambahan pada SOP CIVD tahun 2018 – 2021. 

 Ketentuan SKK Migas tetang Financial Due Diligence (FDD) dan Penggunaan AHU Online, dll.

Penyesuaian dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku



Fitur Terbaru dalam Sistem CIVD
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Penambahan Tab Khusus Procurement 
List dalam Landing Page CIVD

Penambahan NIB dalam Jenis Izin Usaha 
beserta Tingkat Risiko dan Dokumen
Sertifikasi Standar

Penyesuaian kriteria Golongan
Usaha sesuai dengan PP 7/2021. 

(+ Penambahan bagian Modal Usaha) 
Penyesuaian Alamat PBJ merujuk
AHU/NIB dan Alamat Korespondensi

Penambahan tipe entitas
BUMDes & Persero

Pembaharuan Fitur Sanksi
dari sisi KKKS

Pembaharuan Lainnya

Penambahan Fitur Laporan, Contoh: 
Laporan Service Level Agreement (SLA)  
untuk memonitor Kinerja KKKS dalam CIVD
Catatan:
• SLA Registrasi: 5 Hari Kerja
• SLA Update Profile: 10 Hari Kerja



Transformasi SOP-CIVD

SOP CIVD

29 Desember 2017
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Penyesuaian SOP

27 Desember 2021

Petunjuk
Pelaksanaan

CIVD 

Petunjuk Teknis
CIVD 

Petunjuk Pelaksanaan dan 

Petunjuk Teknis CIVD

Mei 2022



Penyesuaian SOP CIVD

Data Administrasi

Data Keuangan

Data Pengalaman dan Data Lainnya
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DATA ADMINISTRASI03



DATA ADMINISTRASI
(Persyaratan Dokumen)
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 Surat Penunjukkan Penanggungjawab Akun CIVD (update)
 Nomor Induk Berusaha (NIB)
 Dokumen legalitas Alamat Korespondensi (jika ada)
 AHU Online (oleh KKKS)

 Akta Pendirian, beserta SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT)
 Akta Perubahan, beserta SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT)

 KTP/Paspor (untuk perorangan), atau
 NPWP/TIN (untuk Badan Usaha)

 KTP/Paspor para Pengurus
 Contoh Tanda Tangan para Pengurus

 Surat Pernyataan Memiliki/Tidak Memiliki Hubungan Istimewa
 NPWP/TIN PBJ yang memiliki Hubungan Istimewa (jika ada)

Perizinan Berusaha / Izin Usaha

Informasi
Umum

Landasan
Hukum

Susunan
Pengurus

Hubungan
Istimewa

Susunan
Kepemilikan

Saham

Izin Usaha

Prinsip Utama:

1. Dokumen masih berlaku
(untuk dokumen yang 
memiliki masa berlaku).

2. Surat Pernyataan
ditandatangani oleh
Direktur sesuai
Landasan Hukum.

3. PBJ melengkapi
informasi pada sistem
sesuai dengan informasi
yang tercantum dalam
dokumen. 

Izin OperasionalIzin Operasional

1

2

3

4

5

6

7



DATA ADMINISTRASI
(Informasi Umum)
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Kolom Metode Ketentuan

Kepemilikan Saham Asing
Pilihan:
 Ya
 Tidak

Sistem akan secara otomatis menentukan berdasarkan informasi pada
bagian Susunan Kepemilikan Saham. Jika Ya, maka PBJ digolongkan
sebagai Golongan usaha Besar.

Jenis Usaha

Pilihan:
 Barang
 Jasa
 Barang & Jasa

Sesuai bidang usaha pada bagian Izin Usaha.

Pabrikan / Agen / Distributor

Pilihan:
 Pabrikan
 Agen / Distributor
 Non Pabrikan / Agen / 

Distributor

 Jika memilih Pabrikan, PBJ wajib melengkapi informasi IUI/TDI
pada bagian Izin Usaha.

 Jika memilih Agen / Distributor, PBJ wajib melengkapi informasi
STP pada bagian Izin Operasional.

 Alamat PBJ sesuai AHU / NIB
 Nomor AHU / NIB
 Tanggal Mulai Berlaku AHU / NIB

Isian
Sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen AHU Online 
(profil terakhir) / NIB.

Alamat Korespondensi Isian Alamat korespondensi yang berbeda dengan alamat sesuai AHU / NIB.

 Nama Kontak
 Jabatan
 Alamat Email 1 (email admin CIVD)
 Alamat Email 2 (keperluan tender)

Isian
Sesuai dengan informasi pada dokumen Surat Penunjukkan
Penanggungjawab Akun CIVD.



DATA ADMINISTRASI
(Landasan Hukum)
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Kolom Metode Ketentuan

Jenis Akta
Pilihan:
 Akta Pendirian
 Akta Perubahan

Tercantum informasi:
 Tahun Buku Keuangan (Akta Pendirian)
 Susunan Kepemilikan Saham terkini.
 Susunan Pengurus terkini.

 Nomor Akta
 Tanggal Akta
 Nama Notaris
 Nomor SK Menteri Hukum

& HAM (untuk PT)

Isian
Sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen Akta Perusahaan (Akta
Pendirian atau Akta Perubahan) dan SK Menteri Hukum dan HAM (untuk PT).

Dokumen Landasan Hukum Lampiran

 PT: Akta Pendirian dan/atau Perubahan yang diterbitkan oleh Notaris beserta
SK Menteri Hukum dan HAM-nya.

 CV dan FA: Akta Pendirian dan/atau Perubahan yang diterbitkan oleh Notaris
dan wajib telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat atau
Kementerian Hukum dan HAM.

 Koperasi: Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Notaris atau yang diterbitkan 
oleh para Pendiri (apabila PBJ berdiri sebelum UU No. 17 Tahun 2012 berlaku).

 UD/PD, Perusahaan Perorangan, dan Persekutuan Perdata: Landasan Hukum 
yang menunjukkan pendirian dari Badan Usaha namun tidak wajib 
mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Kementerian tertentu dan 
tidak wajib didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat.



DATA ADMINISTRASI
(Susunan Kepemilikan Saham,

Susunan Pengurus dan Hubungan Istimewa)
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Susunan
Pengurus

Susunan
Kepemilikan

Saham Hubungan
Istimewa

 Sistem akan secara otomatis melakukan
identifikasi berdasarkan informasi pada
Susunan Kepemilikan Saham dan
Susunan Pengurus.

 Hubungan Isitimewa adalah hubungan
antar PBJ berupa lebih dari 50% 
Pemegang Saham dan/atau salah satu
Pengurusnya sama.

 PBJ wajib mengisi informasi NPWP/TIN 
PBJ lain yang memiliki Hubungan
Istimewa.

Landasan
Hukum

Untuk PT, harus sesuai
dengan data profil terakhir
yang terdaftar di AHU 
Online.

 Susunan Kepemilikan Saham dan Susunan Pengurus
harus sesuai dengan Landasan Hukum.

 Jumlah % Saham: 100%

 PBJ mengisi Informasi berdasarkan dokumen
identitas yang dilampirkan (KTP/Paspaor dan/atau
NPWP/TIN).

X

A

B

C

D

Salah Satu
Pengurusnya sama

Memiliki Saham 60%

Memiliki Saham 51%

Memiliki Saham 12%



DATA ADMINISTRASI
(Izin Usaha dan Izin Operasional)

17

1. Secara umum tata cara pengisian sesuai
dengan prinsip utama (masih berlaku dan
sesuai dengan dokumen yang dilampirkan).

2. Izin Usaha:
a. Penambahan Jenis Izin Usaha NIB 

Perizinan Berusaha.
b. Penghapusan Golongan Usaha (akan

ditentukan berdasarkan informasi pada
bagian Laporan Keuangan).

3. Izin Operasional: Penambahan SKUP Migas 
(dipindah dari bagian Informasi Umum) dan
Izin Operasional Rumah Sakit.

Mengacu pada
PP No. 5 / 2021:

Tingkat Risiko Dokumen
Perizinan Berusaha

Rendah NIB

Menengah Rendah NIB, Sertifikasi
Standar (SS)

Menengah Tinggi NIB, SS yang  sudah
diverifikasi

Tinggi NIB, SS dan Izin



DATA KEUANGAN04



Data Keuangan
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• Surat Pernyataan dari Bank / Fotokopi Rekening/ Rekening
Koran Penyedia Barang/Jasa yang masih berlaku, yang memuat
informasi: Nama Bank, Nomor Rekening, Nama Pemilik
Rekening atas nama Penyedia Barang/Jasa, Jenis Mata Uang.

• Pengisian periode Pajak disesuaikan dengan tahun buku di akta pendirian/perubahan
• Tanggal Akhir Berlaku: Mengacu kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku
• Dokumen Pajak

- Pengusaha Non PKP : Surat Pernyataan Non PKP (kantor Pajak/PBJ)
- SPT Tahunan kondisi tersedia
- SPT Tahunan kondisi perpanjangan
- SPT Tahunan kondisi Tidak Tersedia: untuk PBJ baru berdiri dan belum memiliki SPT 

Tahunan sesuai peraturan yang berlaku.

• Syarat Audit / Status Laporan Keuangan :
 Perseroan Terbuka, Persero dan Perseroan Terbatas dengan nilai aset dan/atau

penjualan ≥ Rp 50 Miliar wajib menyampaikan Laporan Keuangan Audited dengan
opsi penambahan waktu 2 bulan jika memilih status SPT Perpanjangan.

 PBJ yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, wajib menyampaikan Laporan
keuangan Audited atau Unaudited. 

 Masa berlaku Laporan Keuangan otomatis terisi oleh sistem sesuai dengan akhir
masa berlaku SPT Tahunan. 



Laporan Keuangan – Modal Usaha
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Modal Usaha adalah Modal Disetor yang 
diambil dari Akta Pendirian/Akta
Perubahan Terakhir/NIB/ AHU Terbaru



Laporan Keuangan
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Laporan Keuangan yang diunggah adalah
Laporan Keuangan 2 tahun terakhir.  



Laporan Keuangan – Golongan Usaha
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Laporan Keuangan
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Periode
Tahun Buku

PBJ Melakukan
Update Profile

SPT Tahunan Tanggal Akhir Berlaku
(otomatis oleh system)

Jan - Dec Feb 2022 2020 30 April 2022

Jan - Dec May 2022 2020 (Perpanjangan – 1771 Y) 30 June 2022

Jan - Dec May 2022 2021 30 April 2023

Jul - Jun Aug 2022 2020 31 Oct 2022

Jul - Jun Nov 2022 2020 (Perpanjangan – 1771 Y) 31 Dec 2022

Jul - Jun Nov 2022 2021 31 Oct 2023

Catatan: 1. Penyedia Barang/Jasa mengisi dan melampirkan SPT Tahunan tahun terakhir
paling lambat 4 (empat) bulan dari akhir bulan tahun buku

2. Penyedia Barang/Jasa dapat mengisi dan melampirkan SPT Tahunan
Perpanjangan untuk jangka waktu 2 bulan terhitung dari point 1 di atas.
Setelahnya , wajib mengisi dan melampirkan SPT Tahunan tahun terakhir.



Laporan Keuangan
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Deskripsi CIVD Lama CIVD Baru

Financial Ratio
(2Tahun Terakhir)

 Tidak Ada



Laporan Keuangan
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Deskripsi CIVD Lama CIVD Baru

Financial Due
Diligence(FDD)
Indicators

 Tidak Ada

Score FDD Indicators tidak menentukan pass/failed nya penerbitan
SPDA, karena nantinya akan dievaluasi kembali oleh masing-masing
KKKS pada saat proses pengadaan.



DATA PENGALAMAN

DAN DATA LAINNYA05



Data Pengalaman & Supporting Document
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01 DATA PENGALAMAN

• Penyedia Barang/Jasa dengan Golongan
Usaha Besar, wajib untuk mengisi dan
melengkapi data pengalaman.

• Penyedia Barang/Jasa dengan golongan
usaha menengah/kecil, tidak wajib
melengkapi Data Pengalaman, namun
dalam hal PBJ dengan ketentuan tersebut
memilih untuk mengisi Data Pengalaman,
maka PBJ harus melengkapi seluruh
informasi yang terdapat pada laman Data
Pengalaman.

• PBJ memilih jenis bidang usaha yang
terdapat pada sistem CIVD dan sesuai
dengan jenis (lingkup) pekerjaan pada data
pengalaman yang diisi.

• Penyedia Barang/Jasa mengisi data
pengalaman per bidang-Sub Bidang Usaha,
dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terkahir.



Data Pengalaman & Supporting Document
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02 SUPPORTING DOCUMENT

• Supporting Document
(Dokumen Pendukung)
adalah laman yang memuat
informasi mengenai data &
dokumen berupa sertifikat
dan atau dokumen lainnya
sebagai informasi
tambahan data profile
Penyedia Barang/Jasa.

• Tidak Mandatory, namun
disarankan untuk diisi.

• Kategori : ISO, Pricelist, API,
Company Profile, Website,
dll.



Data Lainnya
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Pengumuman – Procurement List

• Penambahan kategori Pengumuman pada CIVD berupa Daftar Pengadaan (Procurement List) pada masing –masing KKKS
• Penyedia Barang/Jasa dapat melihat Daftar Rencana Pengadaan yang diupload oleh KKKS

03



Form Sanksi dan Riwayat Sanksi
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SANKSI

Perlu Diketahui:
• Banyak terjadi penggunaan materai

(materai hardcopy / materai online)
dengan penomoran yang berbeda
pada dokumen tender/Kontrak.

• Materai yang berbeda antara asli dan
softcopy (copy paste gambar materai
untuk dokumen softcopy) tidak
diperkenankan dan masuk kategori
pelanggaran
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CYBER SECURITY 

AWARNESS
06



• Hubungi Helpdesk melalui email: helpdesk.civd@pengadaan.com

• Jika terlanjur memberikan informasi:

• Ganti seluruh password dari layanan yang terdampak

• Cek seluruh transaksi/aktivitas yang terhubung dengan akun terdampak

Email Phising
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Phising adalah jenis penipuan online dimana pelaku

kejahatan mengirimkan email yang tampaknya berasal

dari Perusahaan atau pihak yang sah dan meminta Anda

untuk memberikan informasi yang sensitive.

Berasal dari Sumber yang tampak terpercaya

Berisi pesan dengan judul menarik dan 

membangkitkan emosi, seperti panic, gembira, 

atau takut

Mengandung tautan dan/atau lampiran yang 

harus diklik oleh Penerima Pesan

Meminta untuk mengisi suatu data 

Apakah Email Phising?

Ciri-ciri Email Phising?

Lakukan ini jika merasa menerima email Phising

mailto:helpdesk.civd@pengadaan.com


Email Informasi Keamanan Akun

Pengguna CIVD
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DISKUSI DAN TANYA 

JAWAB
07
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PERTANYAAN DAN PANDUAN

Pertanyaan dan Kendala Buku Panduan dan 
Materi Sosialisasi



Terima Kasih


